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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang lidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran
antar Unit Kerja, antara kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, periu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palernbang
Tahun 2007 yang sebelumnya telah diatur dengan Peraluran Daerah Kota
Palembang Nomor 4 Tahun 2007 ;

. bahwa berdasarkan perlimbangan pada huruf a, periu membentuk

Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2007,

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821):

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1894 (Lembaran Negara Rl Tahun 1924
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomoar 3589)

Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4048) ;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pregram Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952) ;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4286) ;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Ri Nomor 4355) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4400) :
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4548);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4080) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138B) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Refribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomeor 119, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4138) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Rl Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4585);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinefa Instansi Pemerintah Negara R| Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerinlah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737).



Menetapkan

24,

25.

26.

27.

3
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraluran Daerah Kota Palembang Nomeor 2 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2002 Nomar 5);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2005 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomar 4 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula
berjumliah Rp. 1.040.866.981.842 - bertambah sejumiah Rp. 120.879.838.771,44

sehingga menjadi Rp. 1.161.746.800.613,44 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.000.158.121.447 -

b. Bertambah
Jumiah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.084.738.647.355,61

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.040.866.961.842,-

b. Bertambah Rp.  116.693.241.248, 44
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.157.560.203.088.44
Defisit setelah perubahan Rp. 72.821.555.732,83

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 45.207.840.395,-
2) Bertambah Rp. 38.367.562.862.83
Jumiah Penenmaan setelah perubahan Rp. 83.575.403.257,83

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 4.500.000.000,-
2) Bertambah Rp. 8.253.847.525-
Jumiah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.753.847.525.-

Jumiah Pembiayaan neto setelah
perubahan Rp. 72.821.555.732.83



Pasal 2

Uraian lebih fanjul Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran|  Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ;

2. Lampiran Il Rinngkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
SKPD ;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut  Urusan Pemerintahan, Unit Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

5. LempiranV  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan ;

7. Lampiran VIl Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;

8. Lampiran VIIl Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diaselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ; dan

9. Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 3
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Palembang menetapkan
Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal & Nopember 2007

TA PALEMBANG,

Diundangksn di Palambang H. EDDY SANTANA PUTRA

pada tangpa!

=11~

SEKTETARIS DAERAH
KOTA FALEIABANG

Ore. M. Marwan Heambn, M. Si

LENBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 Nowoa 23,



